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PEMBERLAKUAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN

Menimbang

Mengingat

PADA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

KETUA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

a.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan
membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan
terhadap Pengadilan Negeri Prabumulih, perlu meningkatkan

kualitas pelayanan pengadilan yang efektif, efisien, transparan
dan akuntabel;

Bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan
berdisiplin, serta guna mempelancar dan meningkatkan tugas
pokok dan fungsi masing-masing bagian, perlu dibuatkan
Maklumat Pelayanan di masing-masing bagian pada
Pengadilan Negeri Prabumulih;

Bahwa pentingnya Maklumat Pelayanan yang dimaksud,
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab
seluruh Hakim dan Pegawai, maupun masing-masing bagian

terhadap tugas pokok dan fungsinya pada Pengadilan Negeri
Prabumulih;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada angka 1, 2, dan 3 perlu menerbitkan surat keputusan
ketua Pengadilan Negeri Prabumulih:

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1818/Dju/Sk.Ot1.6/X1/2023 Tentang Pemberlakuan Program
Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (Ampuh).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman

Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023
tentang Asesmen Reformasi Birokrasi:

Cetak Biru (Blueprint) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung
R12010-2035;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku ||
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
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Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan:

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 2-
144/KMA/ SK/VI11/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi
Publik di Pengadilan;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
bawahnya;

International Framework for Court Excellance/IFCE:

ISO 19011 : 2012 tentang Panduan Audit:

ISO 9001 : 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu
ISO 31000 : 2018 tentang Manajemen Risiko:

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR PELAYANAN DAN

MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI
PRABUMULIH.

Mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Prabumulih  Nomor : W6-U8/1/KP.04.6/1/2023 Tentang

Pemberlakuan Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan Negeri
Prabumulih ;

Memberlakukan Standar Pelayanan Dan Maklumat pelayanan
pada masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri
Prabumulih sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Memerintahkan  kepada masing-masing bagian pada

Pengadilan Negeri untuk mematuhi keputusan ini dengan
penuh tanggung jawab;

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan
ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari
ditemukan kekeliruan dalam surat keputusan ini

Ditetapkan di . Prabumulih
Pada Tanggal .02 Januari 2024

ETUA PENGADILAN

ERI PRABUMULIH

R.A. ASRINI M KUSUMAWARDHANI?



PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

MAKLUMAT PELAYANAN
“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN
SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI
STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN
MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS,
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI PELAYANAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU”

Prabumulih, 02 Januari 2024

Ketua

{Pengadilan ¢zerl Prabumulih

JM KUSUMAWARDHANI*



